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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada 

Pemerintah Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan optimal. 

Perencanaan penanggulangan kemiskinan telah disusun dan dimuat 

dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan (SPKD), 

meskipun dalam proses integrasi dan sinkronisasi dengan rencana 

pembangunan daerah (RPJMD) belum maksimal. Untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan 

sebagai wadah komunikasi telah dibentuk meskipun belum memiliki 

agenda kerja tahunan. Program penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan sudah sesuai dengan amanat regulasi namun belum 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara 

signifikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan secara 

rutin namun belum didukung dengan ketersediaan instumen dan format 

monev yang spesifik. 

2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh berbagai faktor 
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penentu baik dari sisi positif dan sisi negatif. Faktor yang mempengaruhi 

dari sisi positif adalah ukuran dan tujuan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang didukung oleh faktor lain yaitu sikap 

kecenderungan para pelaksana yang mendukung penuh pelaksanaan 

kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memadai. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari sisi negatif adalah sumber 

daya anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat masih minim, 

meskipun sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai. Faktor 

karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam kebijakan khususnya 

bidang penanggung jawab dalam TKPK belum memiliki tupoksi yang 

spesifik serta komunikasi antar pelaksana kebijakan melalui rapat 

koordinasi masih minim dilaksanakan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengintegrasian secara komprehensif isu 

penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan , dengan 

cara memastikan strategi dan arah kebijakan serta program/kegiatan 

penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan secara 
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konsisten dan berkelanjutan, dengan cara pengendalian dan evaluasi 

dalam dokumen perencanaan 

2. Terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan 

dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin, perlu adanya 

pendampingan terhadap setiap program/kegiatan dan bantuan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk memaksimalkan pemanfataan dan 

menjaga keberlangsungannya, perlu untuk melakukan penguatan 

kapasitas kelompok, membangun kelembagaan usaha dengan 

memberi pemahaman terkait penataan administrasi, pengelolaan 

keuangan, akses teknologi informasi, quality control dan standarisasi 

mutu produk serta memastikan pasar agar berkelanjutan. 

3. Perlu adanya optimalisasi peran TKPK baik ditingkat provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memaksimalkan komunikasi dan koordinasi 

dalam penanggulangan kemiskinan 

4. Khusus di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

petani, pemerintah menetapkan perda lahan pertanian pangan 

berkelanjutan yang didukung program dan kegiatan yang melindungi 

kawasan tersebut , perlu adanya penetapan harga eceran tertinggi 

dalam setiap produk pertanian, perlu adanya peningkatan kualitas 

pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, memfasilitasi petani 

dan penggarap untuk memperbaiki sistem kerjasama sehingga masing-

masing pihak tidak ada yang dirugikan, pemerintah melalui  BUMDes 



169 
 

yang bergerak pada  usaha pertanian didorong dan difasilitasi untuk 

bekerjasama dengan petani penggarap 

5. Perlu adanya perbaikan tata kelola data penerima manfaat dalam hal ini 

DTKS, melalui optimalisasi peran masing-masing TKPKD untuk 

mengkoordinasikan dan mengawal proses verifikasi dan validasi 

disetiap kabupaten kota agar koordinasinya lebih maksimal sampai 

pada pemerintah desa dan kecamatan setempat, memaksimalkan 

pendampingan dari OPD teknis dalam hal ini Dinas Sosial untuk 

mengawal proses verifikasi dan validasi, updating DTKS oleh 

Pemerintah Kab/Kota dan Interoprabilitas data maksudnya data 

tersebut dapat dibagi dan digunakan secara bersama oleh berbagai 

pihak dengan merumuskan daftar data prioritas pembangunan provinsi, 

yang digunakan bersama lintas sector dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan 

6. Perlu dilakukan revisi terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk disesuaikan dengan 

regulasi diatasnya, mengingat pregulasi terkait penanggulangan 

kemiskinan baik Peraturan Presiden dan Permendagri sudah 

mengalami perubahan. 
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